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KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
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1. Penlimpin l.lrit UtaDa Kemdikbud dan Kepsla Pusat - Pusat

@ ticltor Perguruan Tinggj Nege!i, Direklur Politeknik Negeri

L Koordinator Kopenis
.1. Kepala Unit Pelaksana Teknis
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupalenll(ola
6. Pegarvai lnspeklorat Jenderal

Kemenrerian Pendidikan dan Kebudalaan

Dalam rangka meu,ujudkan Tata Kelola Pemerintahan yalg baik (Oood A,tvernnettt Ao\,trnun.'e)
dar u ilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikutl
l. Berdasarkar UU No l7 Tahun 2003 tenlang Keuangan Negara, Pasal 3 alrit (i) Keuangan Negara

dikelola secam lenib, taat rcrhEdap peraturan perundang.undangan, efisien, ekonomis' traosparan

dan benanggungjawab de[gan memp€rhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Berdasarkan UU No 20 Tahun 2001 tontang Pcrubahan alas Undang Undang No 3l tahun 1999

tenrang Pemberantasan Tindak Pidana (oruirsi, Pcnjclasan Pasal 12 b ayat (l), Cr tifikasi adalah

penberiaa dalam ani luas, ya&ni mcliputi pcmberian uang barang, rabat (diskon), komrsi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitss pcndinapan, pcdalanar wisata, pcngobatsr, cuma -
Cuma dan fasilitas lairuya;

3. Berdasarkao PP No. 53 Tahun 20l0 aentang Dbiplin Pegawai Negeri Sipil, Penjelasan Pasal 4 ayal
8, seti&p PNS dilsrsng menedma hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapurl]uga yang
berhubungan dengan jabatan dar/atau pekcrjEErvlya;

4. Daiam melaksanakan tugas pegawai Inspektorat Jenderal sepenulxlya dillia)ai de[gan anggaran
li5pelirorat Jender3l KeEeltcriaE Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Berkailan dengan hal - hal terscbut, diminta s€luru} unit keda/saluan kerja untuk melaksanakan
pengelolaa, anggaftrn segara cfisien, ekonomis, transparan dan bgnanggungjawab. scna tidak
oemberikan grctifikssi dalarn bentuk apapun dan tidak memfasilitasi petugas Iljen (pelabal
struktLLral, auditor. dan staff selama pelaksanaSo tugasny8).

Denlikian kami sarnpaikan, dan atas kerjasamqDya diucapkan terima kasih.

t Marer 20ll
Inspektur Jenderal.

'l embusanr

I Menteri Pendidikan dan l(ebudayaan;

2. Wakil Mendikbud Bidang Pendiclikur;

3 Wakil Mendikbud Bidang Kebudayaar;

4. Stalf Ahli Mendikbud.

Haryono l.lri
MP.i eq00e0 t98i02100l


